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PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

10 G PO A EENCA ATt PR A A

Jl. Raya Negara KM.7 Tanjung Pati Kecamatan Harau Kode Pos 26271 Telp/Fax (0752) 7754181

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 540/22/ KEP/DPPKBPPPA-LK/IX/ 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021 - 2026

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi Misi Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 yang
termuat dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026, diperlukan tolak ukur
yang jelas dan sistematik untuk mengukur Kkinerja pembangunan pada setiap tahun
perencanaannya ;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah  Daerah
kepada Masyarakat ( Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negaea _qunor : PER/09/ M:PAN /5 / 2&%7
Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008
Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025.
(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10 );

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan utuh dengan Keputusan
ini;

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai dasar
untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja anggaran, perjanjian kinerja, laporan
kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 -2026
sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
ini;









